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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Utang piutang (qardh) 

1. Deifnisi utang piutang (qardh) 

Menurut bahasa, al-qardh adalah memotong. Disebutkan dalam 

kamus al-mishbah, “Qaradhtu al-syai‟a qardhan” yang berarti saya 

memotongnya. Kata ini biasanya digunakan pada jenis harta yang anda 

berikan kepada orang lain untuk dikembalikan.
11

  

Utang atau Qardh menurut istilah ahli fikih, al-qardh merupakan 

memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa adanya 

suatu tambahan apapun.  

Para ulama Hanafiyah memberi definisi yaitu sebagai suatu akad 

khusus ketika memberikan suatu harta kepada orang lain untuk 

dikembalikan dalam jumlah yang sama. Pengertian ini berhubungan dengan 

barangbarang yang dipinjamkan dalam pandangan mereka, sebagaimana 

yang akan dijelaskan nanti.
12

 

Dinamakan al-qardh yaitu dikarenakan orang yang meminjam 

memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain yang 

meminjam.  

Menurut Dimyauddin Djuwaini bahwa qardh ialah suatu akad khusus 

pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian 
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 Fakhri Ghafur, Buku Pintar Transaksi Syariah (Jakarta: Mizan Publika, 2010), 51. 
12
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semisalnya. Qardh adalah penyediaan dana (uang) atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu atas persetujuan atau kesepakatan antara kedua 

pihak yaitu piak peminjam dan pihak  yang memberikan pinjaman yang 

mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya sesudah dalam tempo 

tertentu.
13

  

2. Dasar hukum utang piutang (qardh) 

a. Al-Quran QS. Al-Baqarah: 282. 

ى فاَكْتبُُ وْهُ  ىۖ  يٰٰۤ ايَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْٰۤا اذَِا تَدَايَ نْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰ  سَمِّ وَلْيَكْتُبْ    اَجَلٍ مُّ
نَكُمْ كَاتِبٌ ب َّ  وُ   باِلْعَدْلِ  ي ْ  فَ لْيَكْتُبْ  وَلََ ياَْبَ كَاتِبٌ انَْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَوُ اللّٰ

وَ ربََّوُ.  وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْوِ الَْْ قُّ وَليَْتَّقِ اللّٰ
Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan 

utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Janganlah penuis menolak untuk 

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka 

hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya...”.
14

 

 

b. Al-Hadits  

ثَ ناَ ثَ نَا أبَُ وكُْريَْبٍ حَدَّ وكَِيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِْ  حَدَّ
 عَلَيِْ  وَسَلََّ  سِنَّا أَعَعْىَى قاَلَ اسْتَ قْرَضَ رَسُوْلُ الِله صَلَّى اللهُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِْ هُريَْ رةََ 

 .سِنَّا أَ وْقَُ  وَقاَلَ خِيَاركُُْ  مَََاسِنُكُْ  قَضَاء  
Artinya :“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah 

menceritakan kepada kami Waki‟ dari Ali bin Shalih dari Salamah bin 

Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah 

saw. Pernah meminjam seekor unta muda, tetapi beliau mengembalikan 

unta yang lebih tua (lebih bagus) dari pada unta yang beliau pinjam.” 
                                                             
13

 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 

254. 
14

 QS. Al-Baqarah (2): 282. 
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Beliau bersabda: “sebaik-baik diantara kalian adalah yang paling baik 

dalam melunasi hutang”. (HR. Muslim No. 3004).
15

 

 

3. Rukun dan syarat utang piutang (qardh) 

a. Rukun Utang piutang 

Jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa dalam rukun utang piutang 

yaitu, sebagai berikut: 

1) Yang berhutang (muqtaridl) dan yang berpiutang (muqridl) 

2) Barang yang dihutangkan (Al-Ma‟qud „alaih) 

3) Bentuk persetujuan antara kedua belah pihak (akad ijab qabul).
16

 

b. Syarat Utang piutang 

1) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi utang-piutang 

Dalam bertransaksi utang piutang, terdapat dua belah pihak yang 

terlibat langsung dalam transaksi utang-piutang. Adapun syarat „aqid 

(subyek hukum) adalah muqtaridh (orang yang berutang) dan muqridh 

(orang yang memberikan utang), bahwa syarat „aqid dalam melakukan 

perjanjian transaksi utang-piutang merupakan perjanjian yang 

memberikan milik kepada orang lain. Sedangkan orang yang 

berhutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh 

karena itu, perjanjian utang piutang hanya dilakukan oleh orang yang 

berhak membelanjakan hartanya, artinya orang yang sudah baligh dan 

berakal. 

                                                             
15

 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 

125. 
16

 Syafe‟i, Fiih Muamalah., 141. 
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Menurut Sayyiq Sabiq, orang yang melakukan tranaksi (utang 

piutang) seperti syarat pihak yang berakad dalam jual beli, yaitu orang 

yang berakal sehat dan orang yang mampu membedakan (memilih). 

Dan menjadi tidak akan sah hukumnya apabila, orang gila, orang 

mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) 

melakukan akad transaksi utang piutang.
17

 

2) Barang yang dihutangkan 

a) Berbentuk barang yang bisa diukur atau dapat diketahui jumlah 

serta nilainya, sehingga saat tiba waktu pembayarannya tidak 

menyulitkan karena harus sama jumlah atau nilainya dengan 

jumlah atau nilai barang yang sudah diterimanya. 

b) Setiap harta yang dapat ditakar, ditimbang, dan juga dapat dihitung. 

c) Al-qabad atau penyerahan. Transaksi dalam utang piutang tidak 

akan bisa sempurna kecuali dengan serah terima, karena dalam 

akad qard ada tabarru‟ (pemberian). Akad tabarru‟ tidak akan 

sempurna kecuali dengan adanya serah terima. 

d) Utang-piutang tidak menimbulkan keuntungan bagi pihak yang 

memberikan pinjaman (muqridh). 

e) Utang itu akan menjadi suatu tanggung jawab pihak yang 

berhutang (muqtarid). Artinya orang yang berhutang 

mengembalikan hutangnya dengan nilai yang sama.
18

 

                                                             
17

  Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 12 (Bandung: Al-Ma‟arif, 1996), 131. 
18

 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syari‟ah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan 

Syari‟ah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 30.  
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f) Barang itu harus bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam 

Islam. 

g) Harta yang dihutangkan jelas, yakni dapat diketahui kadar dan 

sifatnya. 

3) Akad ijab qabul (sighat) 

Akad qardh dinyatakan sah yaitu dengan adanya ijab qabul 

berupa lafal qardh atau yang sama pengertiannya, seperti “aku 

memberimu hutang” atau “aku menghutangimu”. Dan juga qabul sah 

dengan semua lafal yang menunjukkan suatu kerelaan, seperti contoh 

“aku berhutang” atau “aku menerima”, atau “aku ridho” dan lain 

sebagainya. 

 

B. Jaminan Hutang (Ar-Rahn) 

1. Definisi dan Pensyariatan Ar-Rahn 

Ar-Rahn, dalam bahasa Arab, memiliki pengertian al tsubut wa al-

dawam yang berarti tetap dan berkekalan. Ada pula yang menyatakan, kata 

ar-rahn bermakna al-habs, yang artinya tertahan, seperti yang terdapat 

dalam firman Allah Swt.
19

 Dalam QS Al-muddatsir: 38, adalah sebagai 

berikut: 

نَةٌ.   كُلُّ نَ فْسٍ بِاَ كَسَبَتْ رَىِي ْ
Artinya: “setiap orang bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah 

dilakukannya”.
20

 

                                                             
19

 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 251. 
20

  QS. Al-Muddatsir (74): 38. 
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Pada ayat diatas, kata ar-rahinah bermakna “tertahan”. Pengertian 

kedua ini hampir sama dengan yang kata yang pertama, karena yang 

tertahan tetap berada di tempatnya. 

Sedangkan pengertian ar-rahn menurut istilah yaitu menjadikan suatu 

benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara‟ sebagai sebuah 

jaminan dalam utang yang memungkinkan untuk dapat melunasi utang dari 

harta itu. 

Definisi yang sama dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa ar-

rahn merupakan menahan hak milik yang bisa dijadikan sebagai pelunasan  

hutang. Maksudnya adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta 

dalam pandangan syara‟ sebagai kepercayaan dalam berhutang sehingga 

memungkinkan mengambil seluruh ataupun sebagian utang dari benda 

tersebut. 

Dalam Mausu‟ah atawa al-Muamalat al-maliyah dijelaskan ar-rahn 

merupakan suatu harta yang bisa dijadikan sebagai suatu jaminan utang 

yang dapat dijadikan pembayar utang yang mana sesuai dengan nilainya jika 

orang yang berutang tidak bisa melunasi utangnya. 

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwasanya ar-rahn berarti suatu akad yang menjadikan 

suatubenda yang bernilai harta sebagai jaminan dalam utang piutang 

sehingga dengan harta tersebut, utang dapat dibayar dan dilunasi jika utang 

itu tidak mampu dilunasi oleh pihak yang berhutang. 



18 

 

 

Dalam Islam, ar-rahn berarti akad tabaru‟  (akad saling tolong-

menolong) bahkan tanpa imbalan jasa apapun. Ar-Rahn hukumnya jaiz 

(boleh) yaitu berdasarkan dalam Al-Qur‟an, Hadits dan Ijma‟. Dasar hukum 

ar-rahn adalah QS.oAl-Baqarah: 283, sebagai berikut: 

قْبُ وْضَةٌ   فَ لْيُ ؤَدِّ  فاَِنْ امَِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا ۖ  وَاِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَّلََْ تََِدُوْاكَاتبًِا فَرىِٰنٌ مَّ
هَادَةَ  ۖ  وَ ربََّوُ ؤْتُُِنَ امََانَ تَوُ وَليَْتَّقِ اللّٰ ا الَّذِى  ۖ  ثٌِْ قَ لْبُوُ اٰ  نَّوُٰۤ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فاَِ  ۖ  وَلَتََكْتُمُوا الشَّ

  وُ بِاَ تَ عْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.وَاللّٰ 
Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tiada mendapatkan 
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. 

Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah 

yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia 

bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan 

kesaksiannya, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh, 

hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kalian 

kerjakan”.
21

 

 

Walaupun terdapat sebuah pernyataan “‟ala safarin” (dalam 

perjalanan ) pada ayat ini namun, ayat ini masih berlaku secara umum, baik 

ketika dalam perjalanan ataupun dalam keadaan bermukim (menetap) 

karena kata “dalam perjalanan” pada ayat ini hanya menunjukkan keadaan 

yang biasanya membutuhkan sistem ini (ar-rahn). Dan juga pada kutipan 

 ”maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang“ (فَرىَِانٌ مَقْبُ وْضَةٌ )

yang berarti sebuah anjuran untuk menyerahkan barang jaminan untuk 

kepercayaan. Tetapi apabila sebagian dari kalian saling percaya (meskipun 

                                                             
21
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tanpa adanya barang jaminan), hendaklah yang dipercayai dapat 

menunaikan amanatnya.
22

 

Hal tersebut dipertegas lagi dengan amalan Rasulullah Saw. Yang 

melakukan gadai dalam keadaan mukim  sebagaimana pada hadits Anas.r.a.: 

ُّ عن أنس رضي الله  عَلَيْوِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لوَُ باِلْمَدِيْ نَةِ صَلَّى اللهُ   عنو: وَلَقَدْ رَىَنَ النَِِّ
راً لَِِىْلِوِ.ذَ مِنْوُ عِنْذَ يَ هُوْدِيِّ وَأَخَ  شَعِي ْ  

“Dari Anas r.a. sesungguhnya Nabi Saw. pernah menggadaikanobaju 

besinya di Madinah kepadaoorang Yahudi, sementara beliau mengambil 

gandum darioorang tersebut untuk/memenuhi kebutuhan keluarga beliau”.
23

 

 

2. Rukun dan Syarat Ar-Rahn 

a. Rukun Ar-Rahn 

Rukun ar-rahn menurut pendapat jumhur ulama ada empat, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Ar-rahin (pihak yang menggadaikan atau orang yang menyerahkan 

barang jaminan) dan al-murtahin (pihak yang menerima gadaian atau 

orang yang menerima barang jaminan) 

2) Al-Marhun (barang jaminan) 

3) Al-Marhun bih (hutang) 

4) Shighat  

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi rukun ar-rahn adalah ijab dan 

qabul, sedangkan tiga lainnya merupakan syarat dari akad ar-rahn. Dan 

yang lainnya yaitu, menurut mereka untuk bisa sempurna dan 
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23
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mengikatnya=akad ar-rahn ini maka dibutuhkan al-qabadh (penyertaan 

barang) oleh pemberi utang. 

b. Syarat-syarat Ar-Rahn 

Berdasarkan pendapat jumhur ulama, ada beberapa syarat sahnya akad ar-

rahn yaitu: 

1) Rahin dan Murtahin, keduanya disyaratkan cakap dalam bertindak 

hukum. Yaitu ditandai dengan sudah baligh dan memiliki akal sehat. 

Maka dari itu, akad rahn tidak sah jika dilakukan oleh orang gila dan 

anak kecil yang belummmumayiz.  

2) Marhun bih (utang),=disyaratkan=pertama, merupakan hak yang wajib 

dikembalikan kepada orang tempat berhutang. Kedua, utang itu bisa 

dilunasi dengan marhun (barang jaminan), dan ketiga, utang itu pasti dan 

jelas seperti zat, sifat, ataupun kadarnya. 

3) Marhun=(barang jaminan/agunan). Para ulama sepakat bahwa apa yang 

disyaratkan pada marhun adalah yang disyaratkan pada jual beli. Syarat-

syarat marhun adalah sebagai berikut: 

a) Barang jaminan (marhun) itu bisa dijual dan nilainya seimbang dengan 

utang. Tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad 

seperti burung yang sedang terbang. Karena hal itu tidak bisa 

melunasi hutang dan tidak bisa dijual. 

b) Barang jaminan itu bernilai harta, merupakan mal mutaqawwim (boleh 

dimanfaatkan menurut syaiat). Maka dari itu, tidak sah-menggadaikan 
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bangkai, khamr, karena tidak dapat dipandang sebagai=harta dan tidak 

boleh dimanfaatkanpmenurut Islam.  

c) Barangkjaminanktersebut jelas danptertentu. 

d) Barangpjaminan tersebutlmilik sah orangoyang berutang dan berada 

didalamokekuasaannya. 

e) Barangojaminanoharusodapatodipilah. maksudnya tidak terkait dengan 

hak-hak orang lain, misalnya harta berserikat, hartakpinjaman, harta 

titipan,ldan lain sebagainya. 

f) Barang jaminan itu termasuk harta yang utuh, tidak bertebaran di 

beberapa tempat serta tidak terpisah dari pokoknya, seperti tidak sah 

menggadaikan buah yang ada di pohon tanpa menggadaikan 

pohonnya, atau menggadaikan setengah rumah pada satu rumah. 

g) Barang jaminan tersebut bisa diserahterimakan, baik materinya 

ataupun manfaatnya. Dan apabila barang jaminan tersebut adalah 

benda tidak bergerak, contohnya rumah dan tanah, maka surat jaminan 

tanah dan surat-surat rumah yang dipegang oleh pemberi utang 

diserahkan kepada pihak penerima jaminan (murtahin). 

4) Syarat penyerahan marhun (agunan) 

Ketika agunan sudah diterima oleh pihak murtahin kemudian utang 

juga sudah diterima oleh pihak rahin, maka akad ar-rahn bersifat 

mengikat antara kedua belah pihak. Syarat terakhir yang merupakan 

kesempurnaan dari ar-rahn, yakni penyerahan barang jaminan (qabadh 

al-marhun), artinya barang jaminan dikuasai secara hukum oleh 
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murtahin. Syarat ini menjadi penting sebagaimana dinyatakan oleh Allah 

Swt. dalam penjelasan surat Al-Baqarah ayat 283 di atas. 

Para ulamaoberselisih pendapat dalam permasalahan serah terima 

barang jaminan (marhun). Terdapat dua pendapat dalam hal ini yaitu 

yang pertama pendapat jumhur ulama, yaitu al-qabadh (serah terima) 

bukan syarat sahnya dari akad ar-rahn, akan tetapi ia adalah syarat luzum 

dari akad ar-rahn. Maka akad ar-rahn itu belum mengikat kecuali 

dengan terjadinya serah terima benda yang digadaikan. Pendapat ini 

berdasarkan pada penjelasan surat Al-Baqarah ayat 283. Sementara itu 

pendapat yang kedua dari ulama Malikiyah, yaitu tidak sempurna akad 

ar-rahn, kecuali dengan adanya serah terima (al-qabadh) barang yang 

digadaikan. Oleh karena itu, al-qabadh merupakan syarat kesempurnaan 

akad ar-rahh, bukan syarat sah atau syarat luzum. 

Ulama Malikiyah menganggap bahwa marhun tidak harus 

diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, 

seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan adalah 

surat gadai atau sertifikat tanahnya. 

5) Shighat akado 

Disyaratkanltidakkdikaitkanpdenganpsyaratdtertentu atau dikaitkan 

dengan masa=yang akan=datang. UlamakHanafiyah memberikan sebuah 

pernyataan bahwa ketika akad ar-rahnpdibarengi dengan syarat tertentu, 

atau=dikaitkan=dengan-masapyang akan datang, maka syaratnya batal, 

sementara akad=ar-rahn nya=sah. Misalnya,=orang yang berutang 
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menyaratkan apabila tenggangwaktu utang[telah-habis dan utang=belum 

dibayar, maka akad ar-rahn diperpanjang satu bulan,latau[pemberi utang 

menyaratkan hartaiagunan itu boleh dia manfaatkan. 

Ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Syafi‟iyah berpendapat, apabila 

syarat tersebut adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka 

syarat tersebut diperbolehkan. Namun, apabila syarat tersebut 

bertentangan dengan tabiat=akad  ar-rahn,  maka syaratnya menjadi 

batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan ar-rahn satu 

bulan dan pembolehan pemanfaatan),=merupakan[syarat yang tidak 

sesuai dengan tabiat akad ar-rahn, karenanya-syarat tersebut;akan batal.  

3. Pemanfaatan Marhun (Barang Gadai) 

Hakikat akad ar-rahn didalam Islam merupakan akad tabarru‟, yaitu 

akad yang dilakukan tanpa adanya suatu imbalan serta tujuannya hanyalah 

sekedar untuk tolong-menolong. Maka dari itu, pihak murtahin tidak 

menerima suatu tambahan dalam bentuk apapun dari pihak rahin.
24

 

Begitu[juga dengan-barang gadai, yaitu tidak boleh diambil 

manfaatnya, baik oleh pemilik barang gadai ataupun oleh pihak penerima 

gadai. Karena hal ini disebabkan oleh status barang tersebut hanyalah 

sebagai barang jaminan utang dan sebagai bentuk amanat untuk 

penerimanya. Dalam akad ar-rahn  dimaksudkan sebagai bentuk 

kepercayaan dan jaminan atas pemberian utang, bukan mencari keuntungan 

atau manfaat darinya. Barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh 
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dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, sebab tindakan 

tersebut termasuk menyia-nyiakan harta. 

Dalam hal kebolehan memanfaatkan barang gadai (marhun) pada bab 

ini akan dikupas pada dua sisi, yaitu pemanfaatan oleh ar-rahin dan oleh 

murtahin. 

a. Pemanfaatan Marhun oleh Ar-Rahin (penggadai) 

Dalam hal pemanfaatan barang jaminan (marhun) oleh ar-rahin, 

terdapat dua pendapat, yakni jumhur ulama menyatakan ar-rahin 

dilarang memanfaatkan=marhun. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa 

ar-rahin tidak boleh memanfaatkan marhun baik dalam bentuk 

mengendarainya, mendiami, dan lain sebagainya, kecuali semua itu atas 

izin dari pihak murtahin. Sebagaimana murtahin juga tidak boleh 

memanfaatkan marhun kecuali atas izin ar-rahin. Ar-rahin 

memanfaatkan barang gadai, seperti minum susu[sapi yang digadaikan, 

memakan=buah=pohon yang digadaikan, mendiami=rumah yang 

digadaikan tanpa izin murtahin maka ia menjamin=(dhaman) nilainya 

serta mengganti[kerusakannya.
25

 

Ulama Hanabilah berpendapat sama dengan Hanafiyah, ar-rahin 

dilarang untuk memanfaatkan marhun kecuali atas izin dan rida dari  

murtahin. Ar-rahin tidak berhak menggunakan atau memakai, 

mengendarai, meminum susu hewan, atau mendiami rumah yang telah 

digadaikan. Ulama Malikiyah menguatkan pendapat sebelumnya, mereka 
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berpendapat bahwa ar-rahin dilarang memanfaatkan marhun. Izin 

murtahin tehadap ar-rahin untuk memanfaatkan marhun membatalkan 

akad ar-rahn. Sementara itu, Ulama‟ Syafi‟iyah mempunyai pendapat 

yang berbeda dengan pendapat terdahulu, mereka menyatakan ar-rahin 

mempunyai hak untuk memanfaatkan marhun. Sesungguhnya manfaat 

marhun dan pertumbuhannya dimiliki oleh ar-rahin mereka mendasarkan 

pendapatnya pada hadis Nabi Saw. dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, 

Rasulullah Saw. Bersabda:  

“Binatang tunggangan=apabila digadaikan boleh ditunggangi=sebagai 

imbalan atas nafkahnya (makanannya),=dan susu=binatang yang 

digadaikan boleh[diminum sebagai imbalan atas makanannya,=orang 

yang menunggangi=dan meminum susu hewan berkewajiban=untuk 

memberikan makanan.” 

 

b. Pemanfaatan=Marhun oleh Murtahin (penerima gadai) 

Pada asalnya=barang gadai, dari biaya pemeliharaan serta 

manfaatnya adalah milik dari orang atau pihak yang menggadaikan 

(rahin). Murtahin tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari 

barang gadaian itu, kecuali apabila barang tersebut yaitu berupa 

kendaraan atau hewan yang diambil air=susunya. Murtahin boleh 

menggunakan dan mengambil air susu hewan, apabila ia memberikan 

nafkah (memelihara hewan tersebut). Tentunya, pemanfaatan marhun 

sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memerhatikan 

keadilan. 

Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat tidak ada hak bagi 

pihak murtahin untuk memanfaatkan sesuatu dari akad ar-rahn. 
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Hanafiyah berpendapat murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun baik 

dengan cara menggunakan, mengendarainya, meminum susu, atau 

mendiami suatu rumah yang telah digadaikan, kecuali memperoleh izin 

ar-rahin. Karena murtahin hanya berhak untuk menahan barang gadai 

dan tidak untuk memanfaatkannya. Murtahin tidak berhak untuk 

memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun atas izin dari ar-rahin. 

Marhun hanya bisa berfungsi sebagai tautsiq bi ad dayn, sedangkan 

manfaatnya tetap menjadi hak ar-rahin. Jika ia memanfaatkan, kemudian 

barang jaminan rusak maka murtahin haruslah menanggungnya.
26

 

Bila ar-rahin mengizinkan murtahin memanfaatkan marhun maka 

ia boleh memanfaatkannya secara mutlak menurut sebagian ulama 

Hanafiyah. Namun, sebagian yang lainnya telah melarang dikarenakan 

itu termasuk riba. Keizinan serta kerelaan tidak akan menghalalkan riba. 

Memanfaatkan barang gadaian sama dengan qardh yang menguntungkan 

dan setiap bentuk qardh yang menguntungkan adalah termasuk kedalam 

riba. Hal ini ditegaskan dalam hadits Nabi Saw.: 

ِّ صَلَّى اللّٰ  مَ انََّوُ قاَلَ : كُلُّ قَ رْضٍ جَرَّ عَلَيْوِ وَسَلَّ وُ عَنْ فَضَالَّةَ بْنِ عُبَ يْدٍ صَاحِبِوِ النَِِّ
فَعَةً فَ هُوَ وَجْوٌ مِنْ وُجُوْهِ الرِّباَ.   مَن ْ

Diriwayatkan dari Fadhalah ibn Ubaid sahabat Nabi Saw., Sesungguhnya 

Nabi bersabda: “semua utang piutang yang mendatangkan suatu manfaat 

termasuk salah satu bentuk dari perbuatan riba.” 

 

Jika disyaratkan kepada ar-rahin untuk memanfaatkan barang 

ketika akad diharamkan karena perbuatan tersebut ialah riba, setiap utang 
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piutang yang mendatangkan suatu manfaat maka itu termasuk riba. Kalau 

tidak disyaratkan pada saat ketika akad, maka dibolehkan karena itu 

adalah tabarru‟ dari ar-rahin kepada murtahin. Ibn Nujaim seperti yang 

dikutip dari Wahbah al-Zuhaily, yaitu mengharamkan murtahin 

memanfaatkan ar-rahin. 

Malikiyah berpendapat yaitu apabila ar-rahin telah mengizinkan 

murtahin untuk memanfaatkan marhun atau murtahin menyaratkan untuk 

memanfaatkan marhun, maka hal tersebut diperbolehkan jika itu berupa 

utang yang timbul dari praktik jual beli yang dilunasi sampai waktu yang 

ditentukan. Namun tetapi, ulama‟ Malikiyah tidak membolehkan jika 

utang itu berupa qardh karena qard yang mendatangkan suatu manfaat 

tidak boleh dan dilarang. 

Syafi‟iyah berpendapat sama dengan Malikiyah menurutnya tidak 

boleh bagi murtahin memanfaatkan benda gadai berdasarkan hadits Nabi 

Saw.: 

و عليو وسلم قاَلَ : لََ يَ غْلَقُ وِ صلى اللّٰ أَنَّ رَسُولَ اللّٰ  عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ 
 الرَّىْنُ مِنْ صَاحِبِوِ الَّذِى رَىَنَوُ لوَُ غُنْمُوُ وَعَلَيْوِ غُرْمُوُ. 

Dari Said ibn al-Musayyab Sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda: 

“Gadai tidak menghilangkan hak milik dari orang yang menggadaikan, ia 

berhak untuk memanfaatkannya serta wajib untuk menanggung biaya 

pemeliharaannya”. 

Ulama Syafi‟iyah berpendapat, ghunmuh adalah ziyadah 

(tambahan), ghurmuh adalah keusakan, jika murtahin menyaratkan 

didalam akad qardh hasil serta manfaat marhun akan menjadi miliknya 

maka syarat itu akan menjadi batal. Dan sementara itu, ulama Hanabilah 
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berpendapat pada selain hewan yang tidak membutuhkan perawatan tidak 

boleh bagi murtahin memanfaatkan tanpa izin ar-rahin manfaat dan 

pertumbuhan marhun adalah milik dari ar-rahin. Lain halnya, jika ar-

rahin mengizinkan murtahin memanfaatkan marhun=tanpa adanya iwad 

(konpensasi) maka utang ar-rahn dari qadh  tidak diperbolehkan 

dikarenakan pada setiap qardh yang mendatangkan suatu manfaat ialah 

haram. 

Ahmad ibn Hanbal seperti yang dikutip Wahbah Zuhaily 

mengharamkan rumah yang digadaikan mendatangkan keuntungan bagi 

murtahin. Adapun hewan, diperbolehkan bagi pihak murtahin untuk 

memanfaatkannya, seperti mengendarai, atau membawa barang yang 

sesuai dengan jumlah kadar pemeliharaannya, sekalipun tanpa izin pihak 

ar-rahin. 

c. Pengambilan manfaat dari marhun (barang jaminan) 

Menerima gadai dengan mengambil manfaatnya dalam masalah ini 

terdapat suatu perbedaan dari para ahli hukum (ulama), ada 3 (tiga) 

pendapat yang disertai penjelasannya yaitu sebagai berikut:
27

 

a. Haram : disebabkan termasuk kedalam hutang yang diambil 

manfaatnya (rente).  

                                                             
27

 Djamaluddin Miri, AHKAMU FUQAHA Solusi Problematika Aktual Hukum Islam 

Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes NAHDLATUL ULAMA 1926-1999 (Surabaya: 

Lajnah Ta‟lif Wan Nasyr NU JATIM, 2004), 28.   



29 

 

 

b. Halal : sebab tanpa adanya syarat pada waktu akad, sebab menurut 

pendapat para ahli hukum yang terkenal, bahwa adat yang berlaku itu 

tidak termasuk syarat. 

c. Syubhat : (Tidak tentu jelas halam haramnya) sebab para ahli hukum 

berselisih pendapat. 

 Adapun muktamar memutuskan, bahwasanya yang lebih berhati-

hati yaitu pendapat yang pertama yaitu Haram. Sebagaimana yang telah 

diterangkan didalam kitab Asybah Nazha„ir dalam pembahasan ketiga.
28

 

هَا لَوْعَمَّ فِ النَّاسِ اِعْتِيَادُ إبِاَحَةِ مَنَافِعِ الرَّىْنِ للِْمُرْتََِنِ فَ هَلْ   يَ نْزلُِ مَنْزلِةََ شَرْطِوِ  وَمِن ْ
الُ " نَ عَمْ " )الِشباه والنظائر  "لََ  حَتََّّ يَ فْسُدَ الرَّىْنُ قاَلَ الجُْمْهُوْرُ " وَقاَلَ الْقَفَّ

 فِ البحث الثالث(.
 

 Jika sudah umum dikalangan masyarakat kebiasaan kebolehan 

memanfaatkan barang gadaian oleh pemilik gadai, apakah kebiasaan 

tersebut sama dengan pemberlakuan syarat (kebolehan pemanfaatan) 

sampai barang yang digadaikan itu rusak. Mayoritas ulama mengatakan 

tidak sama, berbeda dengan Imam al-Qaffal. 

 

صِفَةً وَالَِْجْوَدِ للِرَّدِئِ كَرَدِّ الزَّائِدِ قَدْراً أَوْ   وَجَازَ لِمُقْتََِضٍ نَ فْعٌ يَصِلُ لوَُ مِنْ مُقْتََِضٍ 
ا الْمُقْتََِ  ضُ بِشَرْطِ )بِلاَ شَرْطٍ( فِ الْعَقْدِ بَلْ يُسَنُّ ذَلِكَ لِمُقْتََِضٍ إِلََ أَنْ قَلَ وَأمََّ

فَعَةً فَ هُوَ  ربِاً. )قَ وْلوُُ فَ فَاسِدٌ(  جَرَّ نَ فْعٍ لِمُقْتََِضٍ فَ فَاسِدٌ لِِبٍََِ كُلُّ قَ رْضٍ جَرَّ مَن ْ
رْطُ فِ صُلْبِ الْ  ا قاَلَ ع ش، وَمَعْلُوْمٌ أَنَّ مَََلَّ الْلفَسَادِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّ عَقْدِ. أمََّ
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لَوْتَ وَافَ قَا عَلَى ذَلِكَ ولَََْ يَ قَعْ شَرْطٌ فِ الْعَقْدِ فَلاَ فَسَادَ )إعانة الطالبين، باب 
 القرض(

 

 Diperbolehkan bagi si pemberi pinjaman untuk memanfaatkan 

(sesuatu kelebihan) yang diperoleh dari peminjam, seperti pengembalian 

yang lebih, baik ukuran atau sifat, dan yang lebih baik pada pinaman 

yang jelek, asalkan tidak disebutkan dalam akad sebagai pesyaratan, 

bahkan disunnatkan bagi peminjam untuk melakukan yang demikian itu 

(mengembalikan yang lebih baik lagi dibandingkan barang yang 

dipinjamnya). 

 Adapun peminjaman dengan syarat boleh mengambil manfaat oleh 

si peminjam, maka hukumnya rusak/haram, sesuai dengan hadits “semua 

peminjaman yang menarik sesuatu manaat (terhadap yang 

dipinjamkannya) termasuk riba” 

 Dengan ini diketahui , bahwa rusaknya akad tersebut jika memang 

disyaratkan dalam akad. Sedangkan jika keduanya si peminjam dan yang 

dipinjami saling sepakat, tanpa ada persyaratan tertentu dalam akad, 

maka akad itupun tidak rusak (boleh).
29

  

4. Pemeliharaan Marhun (Barang Gadai)  

Dengan tetapnya hak menahan marhun di tangan murtahin, menurut 

ulama Hanafiyah maka murtahin berkewajiban untuk memelihara marhun  

sebagaimana ia memelihara harta miliknya sendiri. Marhun merupakan 
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amanah yang berada di tangan murtahin. Sebagai pemegang suatu amanat, 

maka murtahin berkewajiban untuk memeliharanya, seperti memelihara 

harta wadiah. Selama barang gadai berada ditangan pemegang gadai, 

maka kedudukannya hanyalah sebagai amanat yang dipercayakan 

kepadanya oleh ar-rahin. Untuk menjaga keselamatan barang gadai 

tersebut dapat diadakan perjanjian pemeliharaan antara kedua belah pihak. 

Murtahin dilarang menyerahkan pemeliharaan pada orang lain, ia 

juga tidak diperbolehkan menitipkan kepada orang lain. Jika itu semua 

terjadi maka ia menanggungnya=(dhaman). Dalam hal ini murtahin 

diperbolehkan untuk mengendarai marhun[apabila[jalannya[aman. 

Mengenai biaya pemeliharaan barang gadai, para ulama telah 

bersepakat bahwa sesungguhnya biaya pemeliharaan akan menjadi 

tanggung jawab pihak ar-rahin. Setiap manfaat atau keuntungan yang 

ditimbulkan menjadi hak pemilik barang. Hal ini[berdasarkan sabda Nabi 

Saw. Berikut: 

و عليو وسلم قاَلَ :لَيََ غْلَقُ الرَّىْنُ وِ صلى اللّٰ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ 
 مِنْ صَاحِبِوِ الَّذِى رَىَنَوُ لوَُ غُنْمُوُ وَعَلَيْوِ غُرْمُوُ.

Dari Said ibn al-Musayyab, bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. 

Bersabda: “gadai itu tidak]menutup pemilik dari]memanfaatkan barang 

gadai, dia berhak memanfaatkannya dan wajib menanggung segala 

kerusakan serta biaya”. 

 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan 

ditanggung oleh ar-rahin sebagai pemilik barang gadai dan oleh murtahin 

sebagai orang yang bertanggung jawab]memeliharanya. Segala biaya]yang 

diperlukan untuk]kemaslahatan barang gadai ditanggung oleh ar-rahin, 
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karena barang tersebut]miliknya dan segala biaya untuk memelihara 

barang gadai ditanggung oleh murtahin, karena ia menahan barang gadai 

maka ia terikat]dengan perkara-perkara]yang berkaitan dengan]barang 

gadai.
30

 

Dalam hal ini penggadai]bertanggung jawab untuk menyediakan 

biaya]makan, minum serta penggembalaan jika barang jaminannya berupa 

binatang ternak. Ia bertanggung jawab membayar biaya penyiraman, 

pembersihan, peparitan dan cukai jika barang]jaminan berupa tanah. 

Semua itu adalah biaya pemeliharaan]harta yang mesti ditanggung oleh 

pemilik barang. Ar-rahin tidak diperbolehkan mengambil biaya peliharaan 

marhun dari hasil marhun kecuali atas ridha murtahin karena marhun 

semuanya berhubungan dengan hak murtahin. 

Murtahin bertanggung]jawab menyediakan atau]membayar biaya 

upah]menjaga dan tempat]pemeliharaan, seperti sewa kandang, sewa 

tempat simpanan karena sewa pemeliharaan]barang gadaian adalah 

tanggung jawabnya. Berdasarkan tanggung jawab tersebut, murtahin tidak 

boleh menyaratkan dalam akad ar-rahn pembayaran upah]harus 

kepadanya,]karena pemeliharaan]marhun adalah kewajibannya. 

Ulama]Malikiyah,]Syafi‟iyah dan Hanabilah, (jumhur) berpendapat 

bahwa]semua perbelanjaan]dan bayaran]perkara-perkara yang berkaitan 

dengan barang gadai mesti ditanggung]oleh ar-rahin.  

 

                                                             
30

 Ibid., 261. 



33 

 

 

5. Pertumbuhan dan Pertambahan Marhun 

Pertumbuhan atau pertambahan barang jaminan setelah digadaikan, 

adakalanya bergabung dan adakalanya terpisah. Bila tergabung, seperti 

(bertambah) gemuk, bulu domba, maka ia termasuk dalam barang gadai, 

dengan kesepakatan ulama. Adapun bila]dia terpisah seperti anak yang 

dilahirkan, terjadi]perbedaan pendapat]ulama dalam hal ini. 

Hanafiyah berpendapat masuk ke dalam ar-rahn setiap pertambahan 

yang dilahirkan dari harta pokok baik yang bergabung, seperti]buah, 

susu,]bulu, ataupun yang terpisah, seperti]anak ia termasuk barang gadai 

karena ia mengikut kepadanya. Namun, tidak temasuk pada ar-rahn 

pertambahan yang tidak dilahirkan seperti sewa. Hanya saja ia tetap menjadi 

hak ar-rahin. 

Malikiyah berpendapat, masuk pada ar-rahn setiap yang dilahirkan 

yang bergabung dan[tidak terpisah, sepertillemak, tulang, maupun yang 

terpisah, seperti=anak yang dilahirkan dan sejenisnya. Syafi‟iyah 

berpendapat, masuk karena itu mengikut kepada pokoknya. Namun, tidak 

trmasuk ke dalam ar-rahn pertambahan yang terpisah seperti anak, bulu, 

susu, sewa rumah. Hanabilah berpendapat, sesungguhnya semua yang 

tumbuh dari rahn, berhubungan maupun terpisah, yang dilahirkan atau 

tidak, termasuk kepada rahn yang berada dalam kekuasaan murtahin. 

6. Risiko Kerusakan Marhun 

Bila marhun hilang di bawah penguasaan murtahin, maka murtahin 

tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilang karena kelalaian 
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murtahin, atau karena disia-siakan Menurut Hanafi, murtahin menanggung 

risiko kerusakan atau kehilangan marhun bila marhun itu rusak atau hilang 

baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak. 

Sementara itu, menurut ulama Syafi‟iyah murtahin menanggung risiko 

atas kehilangan atau kerusakan marhun bila marhun itu rusak atau hilang 

karena disia-siakan murtahin. Ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah berpendapat 

bahwa murtahin tidak perlu untuk bertanggung jawab dari rusaknya barang 

gadai apabila tanpa disengaja. 

7. Berakhirnya Akad Ar-Rahn 

Akad rahn akan berakhir karena terdapat beberapa hal, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. akad rahn berakhir apabila Marhun diserahkan kembali kepada rahin 

sebagai pemilik barang. Karena rahn termasuk akad]penguat dari akad 

utang-piutang.  

b. Rahin telah mampu melunasi semua hutangnya.  

c. Penjualan marhun, maka akad rahn  berakhir. Yaitu apabila marhun 

dijual paksa (lelang) berdasarkan keputusan hakim, dan saat sudah jatuh 

tempo pelunasan utang, rahin belum mengembalikan uang yang 

dipinjam. Dalam hal ini, murtahin tidak berhak mengakui kepemilikan 

atas marhun tersebut, tapi ia berhak untuk menjual marhun. Siapa saja 

boleh membelinya termasuk murtahin sendiri, karena hak murtahin 

hanya sebatas utang rahin. Jika penjualan marhun melebihi utang rahin, 
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kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada rahin. Begitupun 

sebaliknya apabila kurang, maka itu menjadi tanggung jawab rahin. 

d. Hiwalah, apabila murtahin melakukan pengalihan utang rahin kepada 

pihak lain. Maka akad rahn berakhir. 

e. Salah satu pihak meninggal dunia atau rahin bangkrut (pailit) sebelum 

marhun diserahkan kepada rahin dan utang dibayar lunas. 

f. Murtahin telah membatalkan akad rahn walaupun[tanpa adanya  

persetujuan dari rahin, dikarenakan pembatalan tersebut meruakan hak 

dari murtahin. Bagi murtahin akad rahn bersifat tidak mengikat. Berbeda 

dengan rahin, ia tidak akan bisa membatalkan akad sepihak karena akad 

rahn bersifat mengikat bagi pihak rahin.  

g. Marhun rusak, binasa. Marhun pada hakikatnya merupakan suatu 

amanah yang diberikan kepada murtahin bukan dhamanah kecuali 

kerusakan itu dikarenakan kesia-siaan. 

h. Marhun disewakan,[dihibahkan,[disedekahkan,[atau dijual kepada orang 

lain[atas izin dari pemilik barang. 

 

C. Riba 

1. Pengertian riba 

Riba berasal dari bahasa Arab, pengertian secara etimologis berarti 

tambahan (azziyadah), berkembang (an-numuw), membesar (al-„uluw) dan 

meningkat (al-irtifa‟). Berhubungan  dengan pengertian riba yang dilihat 

dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab terdahulu menyatakan 
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sebagai berikut; arba fulan „ala fulan idza azada „alaihi (seseorang 

melakukan riba kepada orang lain jika didalamnya ada unsur tambahan 

atau disebut liyarbu ma a‟thaithum min syai‟in lita‟khuzu aktsara minhu 

(mengambil sesuatu yang kalian berikan dengan cara berlebih dari apa 

yang telah diberikan).
31

 

Badruddin Al Ayni mendefinisikan arti riba dalam kitabnya Umdatul 

Qari, Syarah Shahih Al Bukhari: 

رعِْ : الَْزيِاَدَةُ عَلَى أَصْلِ مَالٍ مِنْ غَيِْْ   اَلَِْصْلُ فِيْوِ ) الرِّباَ ( الَْزيِاَدَةٌ – وَىُوَ فِْ الشَّ
 عَقْدِ تبَِايِعْ .

Artinya: prinsip utama dalam riba ialah penambahan.
32

 

Menurut syariah riba yaitu suatu penambahan atas harta pokok tanpa 

adanya transaksi bisnis riil. Sedangkan Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi 

berpendapat: 

 الَرِّباَ ىُوَ الْفَضْلُ الِْاَلِْ عَنِ الْعِوَضِ الْمَشْرُوْطِ فِْ الْبَ يْعِ. 
Artinya: riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis 

tanpa adanya iwadho(transaksi bisnis/ dagang yang riil).
33

 

 

SyaikhoMuhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud 

dengan riba adalah penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang 

memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uang), karena 

pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari tempo waktu yang 

telah ditentukan. 
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Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada 

garis besarnya kekejian riba berhubungan dengan keuntungan yang didapat 

melalui pinjaman yang berbunga yang mana mengandung eksploitasi atas 

orang-orang yang berekonomi lemah (miskin) oleh orang-orang kaya. 

2. Dasar hukum riba 

a. Al-Quran 

Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 278, 

  .إِنْ كُنْتُ  مُّؤْمِنِيَْ رُوْا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّبَوآ  وَ َ يْنَ ءاَمَنُ وْا ات َّقُواْ اللهَ يعَيَ ُّهَا الَّذِ 
Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! bertaqwalah kepada Allah 

dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang 

yang beriman.” (QS. Al-Baqarah: 278).
34

 

Al-Quran Surat Al-Imran ayat 130, 

ضٰعَفَةً ۖ  بٰ يٰٰۤ ايَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لََ تاَكُْلُوا الرِّ  وَات َّقُوا اللّٰوَ  ۖ  وا اَضْعَافاً مُّ
 ۖ  لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُوْنَ 

Artinya: “wahai oang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan 

riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah agar 

kamu beruntung. ”  (QS. Al-Imran: 130).
35

 

 

b. Al-Hadits 

امِ  ا رَوَى عُبَادَةُ بْنِ الصَّ َّ صَلَّى اللّٰ لَمَّ ىَبُ تِ أَن النَِِّ وُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ : الذَّ
, وَالتَّمْرُ باِلتَّمْرِ,  عِيِْْ رُ باِلشَّ عِي ْ , وَالشَّ ةُ, وَالْبُ رُّ باِلْبُ رِّ ةُ باِلْفِضَّ ىَبِ, وَالْفِضَّ باِالذَّ

عُوْا   وَالْمِلْحُ باِلْمِلْحِ, مِثْلًا بِثِْلٍ, يَدًا بيَِدٍ, فإَِذَا اخْتَ لَفَتْ ىَذِهِ الَِْصْنَافُ فبَِي ْ
 دًابيَِدٍ.  )رواه أحمد(كَيْفَ شِئْتُمْإِذَا كَانَ يَ 

Artinya: “Ubadah Bin ash Shomit r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah 

Saw. Bersabda: (penukaran) antara emas dengan emas, perak dengan 

perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, korma dengan 
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korma, garam dengan garam, itu harus sama dan dibayar secara kontan. 

Jika berbeda (penukaran) barang di atas, maka juallah barang tersebut 

sekehendak kamu sekalian dengan syarat dibayar kontan”. (HR. 

Ahmad).
36

 

 

 

3. Macam-macam riba 

Riba pada dasarnya terbagi atas dua macam yaitu riba akibat hutang 

piutang yang telah dijlaskan tentang keharamannya didalam Al-Qur‟an, 

dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam 

bertransaksi dalam as-sunnah. 

a. Riba akibat hutang piutang 

1) Riba Qardh, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang 

disyaratkan terhadap yang berhutang (Muqtarid) 

2) Riba jahiliyah, yaitu utang yang dibayar lebih dari pokoknya, karna 

si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang 

ditentukan. 

b. Riba akibat jual beli 

1) Riba Fadl, adalah ketika ada seseorang yang menjual atau membeli 

sesuatu dengan sesuatu yang sama jenisnya, tetapi antara keduanya 

tidak sama jumlahnya atau berbeda, atau dapat diartikan sebagai 

pertukaran barang yang sejenis tetapi kualitasnya berbeda, seperti 

menjualoemas denganoemas, perak denganoperak, gandum dengan 

gandum, jagung dengan jagung dan seterusnya. Pada dasarnya, tukar 

menukar benda sejenis diperbolehkan didalam Islam, dengan syarat 
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harus sama ataupun sebanding antara kualitas serta kuantitasnya. 

Tetapi, apabila disyaratkan terdapat nilai lebih dalam proses jual beli 

ataupun pinjam meminjam benda sejenis ini maka hal tersebut 

termasuk dalam riba fadhal. 

Para fuqaha‟ telah bersepakat mengenai keharaman riba fadl 

untuk semua jenis jual beli tersebut pada hadits diatas. Sebagaimana 

pada jual beli barter, seperti yang telah dicontohkan pada hadits 

tersebut dilarang kecuali apabila imbang kualitas dan kuantitasnya 

dan diberikan secara tunai. Bila jual beli barter dilakukan pada 

barang yang sama kualitasnya maka jual beli tersebut menjadi sah.  

2) Riba Nasi‟ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang 

yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati 

jatuh tempo. Bila waktu pelunasan hutang sudah jatuh tempo, 

ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang dan 

kelebihannya, maka waktunya akan diperpanjang serta jumlah utang 

juga akan tambah. 

Dalam[jual beli barter, baik sejenis ataupun bukan sejenis, riba 

nasi‟ah pun bisa terjadi, yaitu dengan cara jual beli barang sejenis 

dengan kelebihan salah satunya, yang pembayarannya ditunda. 

Misalnya dalam barter barang yang sejenis, menjual satu kilogram 

beras dengan dua kilogram beraspyang akan dibayarkan pada satu 

bulan yang akan datang. Atau dua kilogramoberas yang akan 

dibayarkan dua bulanOyang akan datang. Kelebihan salah satu 
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barang, sejenisoatau tidak, yang dibarengi dengan penundaan 

pembayaran padapwaktu tertentu, termasukoriba nasi‟ah. 

Riba nasi‟ah merupakan praktik riba nyata. Dan ini tidak 

diperbolehkan didalam Islam dikarenakan telah dianggap sebagai 

penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan 

keuntungan tanpa melakukan kebaikan. Kelebihan pembayaran 

karena penundaan waktu akan menambah jumlah hutang orang yang 

berhutang. Pada akhirnya semua jumlah hutangnya tersebut akan 

membengkak, dan bahkan akan mengakibatkan suatu kebangkrutan. 

4. Hikmah diharamkannya riba 

Islam memperkeras persoalan diharamkannya praktik riba, semata-

mata demi melindungi kemaslahatan umat manusia, baik dari segi akhlak, 

dari segi masyarakatnya, maupun dari segi perekonomiannya. Sekiranya 

akan cukup untuk mengetahui hikmah diharamkannya praktik dari riba 

seperti apa yang telah dikemukakan oleh Imam ar-Razi didalam tafsirnya 

yaitu sebagai berikut: 

a. Riba merupakan suatu perbuatan yang mengambil harta orang lain 

tanpa adanya ganti. Orang yang meminjamkan uang satu dirham 

dengan[uang dua dirham, misalnya mendapat tambahan[satu dirham 

tanpa imbalan ganti, sedangkan harta orang lain tersebut merupakan 

standar[hidup dan mempunyai kehormatan[besar. 

b. Bergantung pada praktik riba akan bisa menghalangi dari kesibukan 

dalam bekerja. Kalau pemilik yang yakin bahwa dengan melalui riba ia 
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akan memperoleh tambahan uang baik kontan ataupun berjangka, maka 

dia akan mengentengkan pesoalan mencari penghidupan sehingga 

mengakibatkan tidak mau menanggung beratnya usaha, dagang, serta 

pekerjaan-pekerjaan berat. Hal tersebut akan memicu terputusnya bahan 

keperluan dalam masyarakat. Dan kemaslahatan dunia seratus persen 

ditentukan oleh jalannya perdagangan, perusahaan, dan pembangunan. 

c. Riba akan menyebabkan terputusnya sikap baik antar sesama manusia 

dalam hal pinjam meminjam. Jika riba itu diharamkan, maka seseorang 

akan merasa senang meminjamkan uang satu dirham dan kembalinya 

satu dirham juga. Tetapi apabila riba tersebut dihalalkan sudah pasti 

kebutuhan orang akan[menganggap berat dengan[diambilnya uang satu 

dirham. Maka dari itu, terputuslah perasaan belas kasihan serta 

kebaikan. 

d. Umumnya pemberi hutang termasuk orang yang kaya sedangkan 

peminjam uang adalah orang yang tidak mampu (miskin). Maka, 

pendapat yang memperbolehkan riba berarti memberikan jalan kepada 

orang kaya untuk mengambil harta orang miskin yang lemah sebagai 

tambahan. Tidak layak berbuat demikian orang yang memperoleh 

rahmat dari Allah Swt.   

  


